
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG 

BADAN USAHA MILIK DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menim ang : a. bahwa Desa meru pakan kesatuan masyarakat h kum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang ntuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerint han, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan p rakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tra d i ional 
yang diakui dan d ihormati dalam s istem pemerintahan 
Negara Kesatua n Republik Indonesia, s eh ingga 
pengembangan Ba dan Usaha Milik Desa ju ga harus 
memperhatikan kewenangan berdasarkan hak a Sal usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa serta 
pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial m elalui 
pencegahan dampak sosial dan lin gkungan yang 
merugikan Sebagian d a n l atau s eluruh Desa; 

Mengingat 

b . b ahwa Desa m erupakan suatu wilayah yang berdiri 
sendir i dan berhak mengatu r rumah tangganya sendiri 
serta m emiliki ciri khas, karakter d an poten si yang 
berbeda, oleh karen a itu den gan keanekaragaman dan 
p otensi yang dimiliki oleh Desa perlu a danya penegasan 
dan dorongan dari Pemerintah Daerah untuk 
mengembangkan potensi-potensi ekonomi di Desa; 

c. b ahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tabun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu 
dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Badan U saha Milik Desa karena sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam h uruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah ten tang Badan U saha 
Milik Desa; 

1. Pasal18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tah un 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pemben tukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 
Nomor 7, Tam bahan Lembaran Negara Repu b ik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Un dang-Un dang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pera turan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Un dang-Un dang 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tam bahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia N omor 6841); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana 
telah diubah beberapa kali diubah, t erakhir d ngan 
Undang-Un dang Nomor 6 Ta h un 2023 te tang 
Penetapan Peraturan Pemerinta h Pen gganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Un dang (lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tah un 2022 Nomor 238, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1) ; 

5. Peraturan Pemer intah Nomor 11 Tahun 20 21 ten tang 
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 6623) ; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksu d d engan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tas ikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya . 
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Da erah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonom i seluas-luasnya dalarn sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indon esia sebagaim ana d imaksud 
dalarn Undang-Undang Dasar Republik In donesia Tahun 194 5. 

4. Pemerin tah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai u n sur 
penyelenggara Pemerintahan Da erah yang memimpin pelaksa n aan 
u rusan pemerintahan yang menjad i k ewenangan daerah otonom. 

5. Badan Usaha Milik Desa yang selanju tnya d isebut BUM Desa ada la h 
ba dan hukum yang didirikan oleh desa danl at au bersarna desa-des a 
gun a m enge101a usaha, m emanfaatkan aset, men gembangkan investa si 
dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, danl atau m enyedia kan 
jenis u saha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
Desa . 

6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di b idang ekonomi dan I a t au pelayanan 
umu m yang dikelola secara m andir i oleh BUM Desa. 

7 . Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa ang 
melaksanakan kegia tan bidang ekon omi dan/ atau pelayanan umum 
berba dan hukum yang m elaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa . 

8. Desa a dalah kesatuan masyarakat h u kum yang memiliki batas wil yah 
yang berwenang untuk m engatur da n mengurus urusan pemerinta h an, 
kepen tingan m asyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyaraka t, 
hak a sal usul, dan/ata u h ak tradision al yang diakui dan dihormati dalarn 
sistem pemerintahan Negara Kesatu an Repu blik Indonesia. 

9. Pemer intah Desa a d alah Kepala Desa dibantu p erangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemer in tahan Desa . 

10. Kepala Desa a dalah pejabat Pem erintah Desa yang mem punyai 
wewenang, tugas , dan kewajiban untuk menyelen ggarakan rum ah tangga 
Desanya dan m elaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
dan Pemerin tah Daerah. 

11. Musyawarah Desa a dalah musyawarah antara Badan Permusyawara tan 
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yan g d iselenggarakan oleh 
BPD untuk menyepakati hal yang bersifat s trategis . 

12. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersarna antara Desa 
dengan Desa lain yang diha diri oleh masing-m a sing Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa , dan unsur m a syara kat yang 
diselenggarakan atas kesepakatan m asing-masing Kepala Desa dalam 
rangka keija sarna antar Desa. 

13. Peraturan Desa adalah peraturan perun dang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati ber sarna Badan 
Permusyawaratan Desa. 

14. Peraturan Bersarna Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa dari 2 (dua) Desa a tau lebih yang dibahas dan disepakati 
bersama dalarn Musyawarah Antar Desa dalarn rangka kerja sarna antar 
Desa. 

15. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM 
Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau 
Peraturan Bersarna Kepala Desa ten tang p endirian BUM Desa . 
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16. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang 
terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, 
pelaksana operasional, dan pengawas. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB 
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
atau perolehan hak lainnya yang sah. 

19. Aset BUM Desa adalaih harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang 
berupa uang maupun bend a lain yang dapat dinilai dengan uang baik 
berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang 
diharapkan memberikan manfaat atau hasil. 

20. Sistem Informasi Desa adalah sis tem pen golahan data kewilayahan dan 
data k ewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Des a, 
Pem bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilak kan 
secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan 
peran gkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disaj ikan 
m enja di informasi yang berguna d alam peningkatan efektivitas da n 
efis iensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan stra tegis 
pem bangunan Desa. 

21. Kopera si adalah badan h u kum yang didirikan oleh orang perseora n gan 
atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para 
anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang mem e uhi 
aspirasi dan kebutuhan bersama d i b idang ekonomi, sosial, dan bu daya 
sesuai d en gan nilai dan prinsip Koperasi. 

Pasal 2 

Ruang lingkup materi pengatu ran Peraturan Daerah in i m eliputi: 
a. Jenis , Tujuan, dan Prin s ip; 
b. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama ; 
c. Anggaran Da sar dan Anggaran Ru mah Tangga; 
d. Organisasi da n Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama; 
e. Rencana Pro gam Kerja; 
f. Modal serta Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama; 
g. Pendaftaran dan Penda taan BUM Desa/BUM Desa Bersama; 
h. Pembinaan dan Pengembangan. 

BAB II 
JENIS, TUJUAN, PRINSIP 

Pasal 3 

BUM Desa terdiri atas: 
a. BUM Desa; 
b. BUM Desa Bersama. 

Pasal4 

BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: 
a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta 

pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi 
Desa; 

b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang 
dan/ataujasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan 
mengelola lumbung pangan Desa; 
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c. memperoleh keuntungan atau laba b ersih bagi peningkatan pendapatan 
asli Desa serta mengembangkan sebesar-besamya manfaat atas sumber 
daya ekonomi masyarakat Desa; 

d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptaka n nilai tambah at as Aset Desa; 
e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa; 
f. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dalam tata Kelola 

BUM Desa/BUM Desa bersama; 
g. upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi danl atau 

pelayanan umum yang dikelola oleh Desa danl atau kerj a sama antar­
Desa; dan 

h. membuka la pan gan kerj a. 

Pasal5 

Dalam m ewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaim ana 
dimaksu d dalam Pasal 4 , pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama 
dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan 
dengan p r insip: 
a. professiona l; 
b. terbu ka dan bertanggungjawab; 
c. partisipatif; 
d. priorit a s sumber daya lokal; dan 
e. berkelanjutan. 

BAB III 
PEND IRIAN BUM DESA I BUM DESA BERSAMA 

Pasal 6 

(1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) D esa berdasarkan Mu syawarah Desa 
dan p en diriannya ditetapkan dengan Peratu ran Desa. 

(2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (du a ) Desa atau lebih berda sarkan 
musyawarah An tar Desa dan pen diriannya d itetapkan dengan Pera tu ran 
Bersama Kep ala Desa. 

(3) BUM Desa bersam a d idirikan berd a sarkan kesa maan potens i, kegiatan 
usaha, a tau kedekatan wilayah. 

(4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksu d pada ayat (3) tidak 
terikat pad a ba tas wilayah a dministratif. 

(5) Pendirian BUM Desa bersama d ilakukan Desa dengan Desa lain secara 
langsung tanpa mempertimban gkan ada a ta u t idaknya BUM Desa di Desa . . 
maslng-maslng. 

(6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan Peraturan 
Bersama Kepala Desa sebagaim ana dim a ksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat: 
a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; 
b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; 
c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa danl atau masyarakat 

Desa dalam rangka pendirian BUM D esai BUM Desa bersama. 

Pasal 7 

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh s tatus badan hukum pada 
saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri 
yang m enyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang h ukum dan hak . . 
asaSl manUSla. 

(2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM 
Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit u saha tersebut 
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terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan dan tat a cara memperoleh status badan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasa18 

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 didasarkan pada pertimbangan: 
a. kebutuhan masyarakat; 
b. pemecaha n m a salah bersama; 
c. kelayakan usaha; 
d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta 

pengetahuan dan teknologi; dan 
e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi pelindungan nilai 

religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal. 

BAB IV 
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 

Pasal 9 

(1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya 
dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar 
desa . 

(2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. n ama; 
b. temp at kedudukan; 
c. maksud dan tujuan pendirian; 
d. m odal; 
e. j enis u saha di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum ; 
f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan p engawas; 
g. h ak kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta ta ta cara 

pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian pen asihat, 
pelaksana-operasional, dan/ atau pengawas; dan 

h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/ a tau pelaksanaan 
dan pemanfaatan hasil usaha. 

(3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang 
terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 
manUSla. 

(4) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, 
Anggaran. Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus mcmuat Unit 
Us aha BUM Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 10 

(1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan: 
a. tidak sama atau tidak menyerupai nama: 

1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain; 
2. lembaga pemerintah, dan 
3. lembaga internasional. 
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b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama 
administratif Desa untuk BUM Desa; 

c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama; 
d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; 
e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha 

BUM Desa/BUM Desa bersama; 
f. terdiri dari rangkaian hurufyang membentuk kata; dan 
g. tidak mengandung bahasa asing. 

(2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem 
informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang 
membahas pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama. 

Pasal 11 

(1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama danj a au 
perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antar 
pena sihat, pelaksana operasional, dan pengawas. 

(2) A ggaran rumah tangga BUM DesajBUM Desa bersama sebagaimana 
d imak sud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. hak dan kewajiban pegawai BUM DesajBUM Desa bersama; 
b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desaj BUM 

Desa bersama; 
c. s istem dan be saran gaji pegawai BUM DesajBUM Desa bersam a; 
d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan 
e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM DesajBUM Desa 

bersama. 
(3) Anggaran rumah tangga BUM Des a/BUM Desa bersama sebagaim ana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Pera turan Kepala Desa atau 
Pera turan Bersama Kepala Desa. 

BAB V 
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESAj BUM DESA BERSAMA 

Ba gian Kesatu 
Bentuk Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama 

Pasal 12 

(1) BUM DesajBUM Desa bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha yang 
berbadan hukum. 

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari 
BUM Desa/BUM Desa Bersama dan m asyarakat. 

(3) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak mempunyai unit-unit 
usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa dan BUM 
Desa Bersama didasarkan pada Peraturan Desa ten tang Pend irian BUM 
DesajBUM Desa Bersama. 

Pasal 13 

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat membentuk unit usaha meliputi: 
a . Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan 

perj anj ian, dan melakukan kegiatan us aha dengan modal yang sebagian 
besar dimiliki oleh BUM DesajBUM Desa bersama, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-und angan; serta 
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b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil dalam BUM Desa/BUM Desa 
Bersama sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Organisasi Pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama 

Pasal14 

(1) Organisasi pengelola BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari 
Pemerintah Desa. 

(2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa/ BUM Desa 
bersama terdiri dari: 
a. musyawarah desa/ musyawarah antar desa; 
b . pen asihat; 
c . pelaksana operasional; dan 
d . pengawas. 

(3) Su sunan organisasi BUM Desa diatu r dan ditetapkan dalam Pera tu ran 
Desa tentang Pendirian BUM Desa. 

(4) Su sun an organisasi BUM Desa bersama diatur dan ditetapkan dalam 
Peraturan Bersama kepala Desa ten tang Pendirian BUM Desa bersa m a. 

(5) Ma sa bakti Pelaksana Operasional d an Pengawas sebagaimana dim a ksud 
pada ayat (2) huruf c dan huruf d diatur dalam Anggaran Dasar BUM 
Desa/BUM Desa bersama. 

Bagian Ketiga 
Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama 

Pa sal15 

(1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang 
pengangkatan, pemberhentian, h ak dan kewajibannya berdasarkan 
perjanj ian kerja sesu ai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan mengenai k etenagakerj aan. 

(2) Pegawai BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaim ana dimaksu d pada 
ayat (1) terdiri a tas: 
a. sekretaris; 
b. bendahara; dan 
c. pegawai lainnya. 

(3) Sekretaris dan Bendahara bertuga s u ntuk membantu pelaksanaan 
wewenang dan tugas pelaksana operasional. 

(4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan 
melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh 
pelaksana operasional. 

Pasal 16 

(1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa ber sama memperoleh pen ghasilan yang 
adil dan layak sesuai dengan beba n pekerjaan, tanggung jawab, dan 
kinerja. 

(2) Penghasilan pegawai BUMD/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. gaji; dan/atau 
b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan 

keuangan BUMD/BUM Desa bersama . 
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(3) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD /BUM Desa 
bersama dapat melaksanakan p rogram peningkatan sumber daya 
manusia. 

Pasal17 

(1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa merupakan pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/ BUM Desa bersama. 

(2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan 
permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
pelaksanaa nnya diatur dalam Anggaran Dasar. 

Pasal 18 

Mus awarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang: 
a. m enetapkan pendirian BUM Desa /BUM Desa bersama; 
b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan 

p erubahannya; 
c. m embahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, h ak dan 

k waj iban, serta kewenangan pihak penerima kua sa f n gsi 
kepenasihatan pada BUM Desa; 

d. m m bahas dan menyepakati pena taan dan pergiliran penasihat BUM 
Desa bersama; 

e. men gangkat dan memberhentika n secara tetap pelaksana opera sional 
BUM Desa/BUM Desa bersama; 

f. men gangkat pengawas BUM Desa /BUM Desa bersama; 
g. men gangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama; 
h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa / BUM 

Des a bersama ; 
1. mem berikan persetujuan a tas rancangan rencana program kerja yang 

diajukan oleh pelaksa na operasion al setelah ditelaah pengawa s dan 
pena s ihat; 

J. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa /BUM Desa bersama 
dengan ju mlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar 
BUM Desa/BUM Desa bersama; 

k. memberikan persetujuan a tas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama 
dengan n ilai, jumlah investasi, dan/ atau bentuk kerja sarna tertentu 
dengan pih ak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM 
Desa/BUM Desa bersama; 

1. menetapkan pem bagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa 
bersama; 

m. menetapkan tujuan penggunaan laba ber sih BUM Desa/BUM Desa 
bersama; 

n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM DesajBUM Desa bersama 
untuk melaksanakan kegiatan tertentu; 

o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM DesajBUM Desa bersama; 
p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM 

DesajBUM Desa bersama dan/ atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa 
bersama yang diserahkan kepada Desa; 

q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan 
menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana 
operasional, dan pengawas; 

r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM DesajBUM Desa 
bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama; 
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s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus 
dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas 
dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang 
diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian; 

t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian seCara proses hukum dalam 
hal penasihat, pe1aksana operasional, dan/atau pengawas tidak 
menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban; 

u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM 
Desa bersama karena keadaan tertentu; 

v. menunjuk penye1esai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan 
pembagian hart a atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM 
Desa/BUM Desa bersama; 

w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan 
x. m emerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk 

m ela kukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesala han 
d an/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. 

Pasal 19 

Keputu san Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berda sarkan 
musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Pasal 2 0 

(1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri dari: 
a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan 
b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus. 

(2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana 
dim a ksud pa da ayat (1) huruf a paling sedikit memu tu skan 
pert anggungjawaban p elaksana operasional. 

(3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksu d pada 
ayat (2) dis elenggarakan paling lama 6 (en am) bulan setelah tahun buku 
lamp a u. 

(4) Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa k husus seb a gaimana 
dimak sud pad a ayat (1) h uruf b diselenggarakan dalam hal k eadaan 
mengha ruskan a danya keputusan segera yang wewenangnya a da pada 
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. 

(5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus s ebagaimana 
dimaksud p ada ayat (4) dapat diadakan a tas permintaan penasihat 
dan/ atau pe1aksana operasional. 

(6) Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai 
wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah 
Antar Desa tahunan. 

Pasal 21 

Persyaratan, tata cara, dan tempat penye1enggaraan Musyawarah 
Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah 
Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa 
bersama. 

Pasal 22 

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) h uruf b dijabat 
secara rangkap oleh Kepala Desa. 
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(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa 
kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan. 

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah 
keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta 
kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau 
keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, 
kemampuan, dan kebutuhan BUM DesajBUM Desa bersama. 

(4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desaj Musyawarah Antar Desa dan dinya takan dalam 
Anggaran Dasar BUM Desa j BUM Desa bersama. 

Pa sal 23 

(1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat d iben t k 
dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan s car 

olektif kolegial. 
(2) J umlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenan gan 

pen a sihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa 
d an dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama den gan 
m em pertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai den gan 
perkembangan, kemampuan, dan k ebutuhan BUM Desa Bersama. 

(3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama 
dia tu r dalam anggaran Dasar BUM Desa bersama. 

Pasal 24 

(1) Penasihat sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 14 ayat (2) h u ruf b 
berwenang: 
a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, m embaha s dan 

menyepakati anggaran rumah tangga BUM DesajBUM Desa ber sama 
danj atau perubahannya; 

b. bersama den gan pengawas, m en elaah rancangan rencana program 
kerja yang diaju kan oleh pelaksana operasion al u ntu k d iajukan 
kepada Musyawarah Desa jMu syawarah Antar Desa; 

c. men etapkan pemberhentian s ecara tetap pelaksana operasional 
sesuai dengan keputusan Musyawarah DesajMusyawarah Antar 
Desa; 

d. daIam keadaan terten tu memberhentikan secara sementara 
pelaksana operasionaI dan m engambil alih pelaksanaan operasional 
BUM DesajBUM Desa bersama; 

e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, m enyusun dan 
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan 
dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau 
masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah 
DesajMusyawarah Antar Desa; 

f. melakukan telaah atas laporan p elaksanaan pengelolaan Usaha BUM 
DesajBUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan 
pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah 
DesajMusyawarah Antar Pesa dalam laporan keuangan; 

g. m enetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahu nan BUM 
Desa dan BUM Desa bersama b erdasarkan keputusan Musyawarah 
Desaj Musyawarah Antar Desa; 

h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman 
BUM DesajBUM Desa bersama denganjumlah tertentu sebagaimana 
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ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; 
dan 

1. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama 
BUM Desa dan BUM Desa bersama bersama dengan nilai, jumlah 
investasi, danj atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain 
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM DesajBUM 
Desa bersama. 

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 
a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional 

dalam melaksanakan penge10laan BUM Desa dan BUM Desa Bersama; 
b. menelaah ra ncangan rencana program kerja dan menetapkan rencana 

program kerja BUM Desa dan BUM Desa bersama b erdasarkan 
keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; 

c . men ampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi 
BUM Desa dan BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Das r 
dan anggaran rumah tangga; 
bersama pengawas, men ela ah laporan semesteran atas pe1aksana n 
pengelolaan usaha BUM Desa dan BUM Desa bersama; 

e . bersama pen gawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksana an 
pen ge101aan usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama u n tuk 
diajukan kepada Musyawarah DesajMusyawarah Antar Desa; 

f. m emberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan 
organisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama sesuai dengan 
Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/ a tau kepu tusan 
Mu syawarah DesajMusyawarah Antar Desa; 

g. m emberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dian ggap 
penting bagi pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa bersam esuai 
dengan Anggaran Da sar, anggaran rumah tangga, danj atau 
keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan 

h. m eminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan 
pen gelolaan BUM Desa dan BUM Desa bersama sesuai dengan 
Anggaran Dasar, anggaran rum ah tangga, dan/atau kep tusan 
Mu syawarah DesajMusyawarah Antar Desa. 

Pasal 2 5 

(1) Pelaksana opera sional sebagaimana dimaksud d alam Pasal 14 ayat (2) 
huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa. 

(2) Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana 
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dari nama yang 
diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, danj atau 
un sur masyarakat. 

(3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh direktur BUM DesajBUM Desa bersama. 

(4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, 
integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta 
memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 
BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan 
diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa dan BUM Desa bersama. 
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Pasa126 

(1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah 
DesajMusyawarah Antar Desa sesua l dengan kebutuhan BUM 
DesajBUM Desa bersama. 

(2) Dalam hal pe1aksana operasionallebih dari 1 (satu) orang, salah seorang 
anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pe1aksana 
operasional yang selanjutnya disebu t direktur utama. 

(3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata ke10la pe1aksana 
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran 
Dasar BUM Desa da n BUM Desa bersama. 

Pasal 27 

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dim a k su d 
dalam Pasal 25 ayat (3) memegang jaba tan selama 5 (lima) tahun dan dapa t 
diangkat kembali paling banyak 2 (dua ) kali masa jabatan de gan 
pertim bangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama m sa 
jabatannya , k aderisasi, dan menghindarkan konflik kepentin gan. 

Pasal 28 

(1) Pe1aksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 aya t (3) 
berwenang: 
a. ber sama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati 

anggaran rumah tangga BUM DesajBUM Desa bersama dan/ atau 
perubahannya; 

b. m en gambil keputusan terkait operasionalisa si Usaha BUM De a / BUM 
Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa j BUM 
Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggara anggaran rumah 
ta ngga, dan keputusan Musyawarah Desa/Mu syawarah Antar Desa; 

c. mengoordinasikan pe1aksanaan U saha BUM Desa / BUM Desa 
bersama baik secar a internal organisasi m aupun dengan pihak lain; 

d. m enga tur ketentuan men genai keten agakerjaan BUM Des a dan BUM 
Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan m anfaat 
lain nya bagi pegawai BUM Desa dan BUM Desa bersama; 

e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa j BUM Desa 
bersama, selain s ekretaris bendahara, berdasa rk a n peraturan 
perundang-undangan mengenai keten a gakerjaan; 

f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah 
mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa 
atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam 
Anggaran Dasar BUM Desa jBUM Desa bersama; 

g. me1akukan kerja sarna dengan pihak lain untuk m engembangkan 
usaha BUM Desa/BUM bersama setelah mendapat persetujuan 
Musyawarah Desa/Musyawarah An tar Desa atau penasihat dan 
pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM 
Desaj BUM Desa bersama; 

h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa dan BUM 
Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah 
Desa/Musyawarah Antar Desa; 

1. m elaksanakan tujuan penggun aan lab a bersih BUM Des a dan BUM 
Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah 
DesajMusyawarah Antar Desa; 

J. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah 
Desa/Musyawarah Antar desa; 
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k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa/Musyawah 
antar Desa tidak menunjuk penyelesai; 

1. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan 
danl atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa 
dan BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, 
dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, 
keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta 
mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam danl atau di luar 
pengadilan. 

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) 
bertugas : 
a. m enj alankan segala tindakan yang berkaitan dengan p engurusan 

BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM 
Desa bersama dan sesuai den gan maksud dan tujuan Desa/ B M 
Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa dan BUM Desa bersama d i 
dalam danl atau pengadilan mengenai segala hal dan sega la 
kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran 
Dasar BUM Desa dan BUM Desa bersama, keputusan Musyawa rah 
Desai Musyawarah Antar Desa, danl atau ketentuan peratu ran 
perundang-undangan; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM 
Desa/BUM Desa bersama; 

c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan U saha BUM 
Desa/BUM Desa bersama u ntuk diajukan kepada penas ih a t dan 
pengawas; 

d. laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa / BUM 
Desa bersama diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah 
Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pen gawas; 

e. a tas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pen gelolaan BUM 
Desa/BUM Desa bersama kepada penasiha t; 

f. m enjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa /BUM D sa Bersama 
kepada Musyawarah Desai Musyawarah Antar Desa; dan 

g. bersama dengan penasihat dan pengawas, m enyusun dan 
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan 
dalam rangk a perencanaan penambahan m odal Desa danl atau 
masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desai 
Musyawarah Antar Desa. 

Pasa129 

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d 
diangkat oleh Musyawarah Desai Musyawarah Antar Desa. 

(2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh 
Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan I atau unsur masyarakat. 

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang 
perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, 
kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki 
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM 
Desa/BUM Desa bersama. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan 
diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. 
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Pasal 30 

(1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar 
Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota 
pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut 
ketua dewan pengawas. 

(3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan 
majelis yang pe1aksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif 
kolegial. 

(4) Ketentuan m engenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Da sar BUM 
Desa /BUM Desa bersama. 

Pasal 31 

Pengawa s BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 
29 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dian gkat 
kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan di ilai 
mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, 
kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan. 

Pasal32 

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud d alam Pasal29 berwenang: 
a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, mem bahas 

dan menyep akati anggaran rum ah tangga BUM Desa dan BUM Desa 
bersama danl atau perubahannya; 

b . bersama dengan penasihat, mene1aah rancangan rencana program 
kerja yang diajukan oleh pe1a ksana operasional untuk d iajukan 
kepada Musyawarah Desa/Musyawara h Antar Desa; 

c. bersama dengan p enasihat, m emberikan persetujuan atas pinjaman 
BUM D esa i BUM Desa bersama bersama dengan jumlah tertentu 
s baga imana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Des a dan BUM 
Desa Bersama; 

d. bersama dengan penasihat, m emberikan persetujuan atas k erja sarna 
BUM Desa dan BUM Desa Ber sama b ersama dengan n ilai, jumlah 
investasi, danl atau bentuk kerja sarna tertentu dengan pihak lain 
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM 
Desa Bersama; 

e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan 
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan 
dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa danl at au 
masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah 
Desa/Musyawarah Antar Desa; 

f. at as perintah Musyawarah Desa i Musyawarah Antar Desa, 
melaksanakan dan melaporkan a udit investigatif dalam hal terdapat 
indikasi kesalahan danl atau kelalaian dalam pengelolaan BUM 
Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM 
Desa/BUM Desa bersama; dan 

g . memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM 
Desa/BUM Desa bersama. 

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya 

pengurusan BUM Desa/BUM Des a bersama oleh pelaksana 
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operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program 
kerja, sesuai dengan Anggaran Da sar, keputusan Musyawarah 
DesajMusyawarah Antar Desa, danj atau ketentuan peraturan 
perundang- undangan; 

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa 
dan BUM Desa bersama; 

c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan 
kepada Musyawarah DesajMusyawarah Antar Desa; 

d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan 
pengelolaan U saha BUM Desa dan BUM Desa bersama dari pelaksana 
operasional untuk diajukan kepada penasih at; 

e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang 
diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada 
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; 

f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas lapor 
tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM De a 
Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada 
Musyawarah DesajMusyawarah Antar Desa; 

g . bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksan an 
pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diaj kan 
kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan 

h. m emberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan 
dalam Musyawarah Desa danj a tau Musyawarah Antar Desa. 

Pasal 33 

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa. 

Pasal 34 

(1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana opera sional, dan pen gawas 
seba gaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c , dan 
huru f d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar 
danja tau anggaran rumah tangga BUM Desa jBUM Desa bers ama. 

(2) Ketentu an m engenai gaji dan tunjangan sebagaiman a dimaksu d pada 
ayat (1 ) diatur sesuai dengan ketentu an peraturan perundang-u ndangan 
dan mempertimbangkan kemampuan BUM DesajBUM Desa bersama 
serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

Pasal 35 

(1) Susunan kepengurusan BUM DesajBUM Desa bersama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 dipilih oleh masyarakat Desa melalui 
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. 

(2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan persyaratan 
kepengurusan BUM Desa dan BUM Desa bersama diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

BABVI 
RENCANA PROGRAM KERJA 

Pasal36 

(1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM 
DesajBUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan 
datang. 
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(2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan 
pengawas untuk ditelaah. 

(3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa 
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam 
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program 
kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. 

(4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana 
program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berlaku rencana program kerj a BUM Desa/BUM Desa 
bersama tahu n sebelumnya. 

Pasal37 

(1) Ren cana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebaga imana 
d im aksud dalam Pasal 36 ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. sasaran usaha, s trategi usaha, kebijakan, dan program 

kerja/kegiatan BUM Desa / BUM Desa bersama; 
b . anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap 

anggaran program k erja/kegiatan; dan 
c. h al lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/ 

Musyawarah Antar Desa . 

BAB VII 
MODAL SERTA ASET BUM DE SA/BUM DESA BERSAMA 

Bagian Kesatu 
Modal BUM Desa/ BUM Desa Bersama 

Pasal 38 

(1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terd iri a tas: 
a. p enyertaan m odal Desa; 
b. p enyertaan modal m asyaraka t Desa; dan 
c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Mu syawarah 

Desa/Musyawarah Antar Desa u ntuk menambah m odal. 
(2) Modal awal BUM Desa/ BUM Desa Bersama dapat berasal dari: 

a. penyertaan modal Desa; dan 
b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyara ka t Desa. 

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pad a aya t (1) huruf a 
bersumber dari APB Desa atau APB Desa m asin g-ma sing Desa, yang 
ditetapkan dengan Peraturan Desa a tau Peraturan Bersama Kepala Desa. 

(4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak 
berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa 
dan/atau Desa-Desa setempat. 

Pasal 39 

Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal36 ayat (2) dan ayat (3) tertuang dalam Anggaran Dasar 
BUM Desa/BUM Desa bersama, dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah 
Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa. 

Pasal40 

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk: 
a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau 
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b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa ber sama. 

Pasal41 

Penyertaan modal Desa dan/ atau masyarakat Desa untuk penambahan modal 
BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf 
b digunakan untuk: 
a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau 

Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; 
b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; 

dan/atau 
c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa ber sam a untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu. 

Bagian Kedua 
Aset 

Pasal 4 2 

(1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersum ber dari: 
a . p enyertaan modal; 
b. bantuan t idak mengika t term a s uk h ib ah; 
c. h asil u saha; 
d . pinjaman; dan/ atau 
e. sumber lain yang sah. 

(2) Perkem bangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama 
dila porkan secara berkala dalam laporan keuangan. 

Pas al 43 

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat men erima bantuan dari Pem erintah 
Pusat , Pemerintah Daerah, dan/ atau pih ak lain yang t idak mengik a t. 

(2) Bantu an seb agaimana dimaksu d pada ayat (1 ) m enjadi Aset BUM 
Desa / BUM Desa bersama. 

(3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pem erintah Daerah seb agaimana 
dimaksu d pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM 
Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-u ndangan. 

(4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) disalurkan 
langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan 
sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM 
Desa/BUM Desa bersama. 

Bagian Ketiga 
Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama 

Pasal44 

(1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk 
Unit Usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan 
dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian 
besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa dan BUM 
Desa Bersama. 
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(3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit 
U saha BUM Desa dan BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan 
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. 

Pasa145 

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada 
masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan 
kegiatan: 
a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, 

religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan 
lokal di m asyarakat; 

b. industri p engolahan berbasis sumber daya lokal; 
c . jarin gan distribusi dan perdagangan; 
d. layanan jasa keuangan; 
e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pan gan, 

elek trifikasi, sanitasi, dan pemu kiman; 
f. p erantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan 
g. kegia tan lain yang memenuhi kelayakan. 

Bagian Keempat 
Pembagian Hasil Usaha 

Pasal46 

(1) Has il Usaha BUM Pesa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang 
diperoleh dari hasil kegiatan us aha dikurangi dengan pengeluaran biaya 
dalam 1 (satu) t ahun buku. 

(2) Pembagian h asil Usaha BUM Desa dan BUM Desa bersama yang 
diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas 
penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati d alam 
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. 

(3) Ketentu an mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa dan BUM Desa 
bersam a sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) kep a da m a s ing-m asing 
penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa dan BUM Desa 
bersama. 

Bagian Kelima 
Kerugian 

Pasal47 

(1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama dilakukan 
pemeriksaan/ audit oleh pengawas. 

(2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor 
independen. 

(3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/ atau kelalaian dalam 
pengelolaan BUM Desa/BUM Desa ber sama, dapat dilakukan audit 
investigative atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. 

Pasal 48 

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
47 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, 
pelaksana operasional, dan/ atau pengawas bertanggung jawab penuh 
secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama. 
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(2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) apabila dapat membuktikan: 
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
b. telah me1akukan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan 

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan 
tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/ atau berdasarkan 
keputusan Musyawarah Antar Desa; 

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik lang sung maupun 
tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan 

d. telah m engambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya 
kerugian terse bu t. 

(3) Dalam h al kerugian BUM DesajBUM Desa bersama diakibatkan oleh 
u nsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, 
dan/ atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m a ka 
Mu syawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan 
bentuk pertanggungjawaban yang h arus dilaksanakan oleh penasih t, 
pelaksana operasional, danj atau pengawas berdasarkan sem angat 
kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

(4) Da lam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawa s t idak 
m en unjukan itikad baik m elaksanakan pertanggungjawa ban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah 
Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan 
kerugian secara proses hukum. 

Pasal49 

(1) Dalam hal hasil pemeriksaanjaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
47 m enemukan kerugian murni sebagai kega galan usaha dan tidak 
disebabkan u nsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana 
opera sional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM 
Desa / BUM Desa bersama. 

(2) Dalam h al BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dim aksud pada 
ayat (1 ) tidak menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang 
dimilikinya, maka pernyataan d an akibat kerugian, dibahas dan 
diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa . 

(3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah An tar Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan: 
a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, 

Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta 
modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM 
Desa Bersama; 

b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga; 
c. merekstrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama; 
d. menutup Sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta 

melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan 
e . kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. 
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Bagian Keenarn 
Kerja sarna 

Pasal 50 

(1) BUM Desa dan BUM Desa bersama dalarn menjalankan us aha di bidang 
ekonomi danl atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sarna 
dengan pihak lain. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) paling sedikit meliputi 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha 
atau koperasi, lembaga nonpem erintah, lembaga pen didikan, dan 
lembaga sosial budaya , yang dimiliki warga n egara atau badan hukum 
Indonesia, dan BUM Desa dan BUM Desa bersarna lain. 

Pasal 5 1 

(1) Kerjasarna BUM Desa dan BUM Desa Bersarna sebagaimana dima ksu 
da larn Pasal 50 dibuat dalarn Naskah Perjanjian Kerjasarna. 

(2) Naskah perjanjian kerja sarna palin g sedikit memuat: 
a . subyek kerjasarna; 
b . 0 byek kerj asarna; 
c. j angka waktu ; 
d. h ak dan kewajiban; 
e. pendanaan; 
f. keadaan memaksa; 
g. pengalihan aset; dan 
h. penyelesaian pers elisihan 

(3) Ren cana k erja sarna usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersarna dengan 
pihak lain diajukan oleh pelaksana operasional untu k m endapat 
persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah 
Desa / Musyawarah Antar Desa sesu ai kewenanga n nya yan g diatur dalam 
Anggaran Dasar BUM Desa dan BUM Desa Bersam a . 

Pasal 52 

(1) Kegiatan kerja sarna antar 2 (du a ) BUM Desa ata lebih 
dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik 
BUM Desa. 

(2) Dalam hal kegiatan kerja sarna antar unit u saha BUM Desa yang 
berbadan hu kum dia tur sesu ai k etentuan peraturan perundang­
undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keu angan Mikro. 

Ba gian Ketujuh 
Pertanggun gjawaban 

Pasal 53 

(1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat 
pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama. 

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) m eliputi laporan 
semesteran dan laporan tahunan. 

(3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disarnpaikan 
kepada penasihat. 

(4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada aya t (3) paling sedikit 
memuat: 
a. Laporan posisi keuangan sem esteran dan perhitungan lab a rugi 

semesteran serta penjelasannya; dan 



22 

b. Rincian masalah yang timbul selarna 1 (satu) semester yang 
mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersarna. 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh 
penasihat dan pengawas. 

(6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 
memuat: 
a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir 

tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun 
buku yang bersangkutan serta penjelasannya; 

b. Lapora n posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi 
konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; 

c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa 
Bersarna serta hasil yang telah dicapai; 

d . Kegiatan utarna BUM Desa/BUM Desa Bersama dan peruba h 
selama satu tahun buku; 

e . Rincian masalah yang timbul selarna tahun buku yang me men gar hi 
kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan 

f. Laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana opera sio aI, 
pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh pen a sihat 
yang telah dilaksanakan selarna satu tahun buku yang baru 
berakhir. 

(7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pelaksana 
opera sional sewaktu-waktu dapa t m emberikan laporan khusu s k epada 
pengawas dan/atau Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Des a. 

Bagian Kede1apan 
Penghentian Kegiatan Usaha BUM DesajBUM Desa Bersama 

Pasal 54 

(1) Pengh en t ian kegiatan Usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama 
merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM De a dan 
BUM Desa Bersama termasuk se1uruh Usaha BUM Desa dan BUM Desa 
Bersarna yang dimiliki karena keadaan tertentu yang dipu tusk a n melalui 
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan d itetapkan dalam 
Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa. 

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dim aksud pada ayat (1) melipu ti: 
a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan; 
b. mencemarkan lingkungan; 
c. dinyatakan pailit; dan 
d. sebab lain yang sah. 

(3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) didasarkan pada hasil analisis 
investasi U saha BUM Desa dan BUM Desa Bersarna, penilaian kesehatan 
dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa dan BUM Desa Bersarna. 

(4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersarna 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan 
U saha BUM Desa dan BUM Desa Bersarna. 

(5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh 
kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian 
kegiatan U saha BUM Desa dan BUM Desa Bersama kepada masing­
masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 55 

(1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau 
kekayaan hasil penghentian kegia tan Usaha BUM Desa/BUM Desa 
bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/ atau 
Musyawarah Antar Desa. 

(2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/ a tau Musyawarah Antar Desa tidak 
menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai. 

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 
keputusan penasihat. 

(4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa bersama tetap ada 
dengan s ebuta n BUM Desa/BUM Desa Bersama d alam penyelesaian. 

Pasal56 

Pen elesaian mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut: 
a. m elakukan segala perbuatan h u kum untuk dan atas nama BUM 

esa/BUM Desa Bersama dalam penyelesaian; 
b. m engumpulkan segala keterangan yang diperlukan; 
c. men gun dang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama, baik 

sendir i-sendiri maupun bersama- sarna; 
d. m em peroleh, memeriksa, dan m enggunaka n segala catatan dan a rSlp 

BUM Desa/ BUM Desa Bersama; 
e. m enetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang 

didahulukan dari pembayaran utang lainnya ; 
f. men ggun akan sisa kekayaan BUM Desa/ BUM Desa bersama ntuk 

menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa dan BUM Desa Bersama; 
g. memba gikan sis a hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan 
h. mem buat berita acara penye1esaian. 

Pasal57 

(1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pengh entian 
kegia tan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Mu syawarah 
Desa/ Mu syawarah An tar Desa. 

(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/Mu syawarah 
Antar Desa. 

Pasal 58 

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, 
penyerta modal hanya m enanggung kerugian seb esar modal yang disertakan. 

Pasal 59 

(1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal54 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran 
data. 

(2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan 
entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum. 

(3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dioperasionalisasikan kembali 
melalui: 
a. penyertaan modal baru; 
b. penataan Organisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama; 
c. pembentukan usaha baru; dan 
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d. tindakan lain sesuaJ. dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(4) Pengoperasionalan BUM DesajBUM Desa bersarna sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan d engan Peraturan Desa atau 
Peraturan Bersarna Kepala Desa. 

(5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM DesajBUM Desa bersarna 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna 
pernutakhiran data. 

Bagian Kesernbilan 
Perpajakan dan Retribusi 

Pasal 60 

Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah dapat rnernberikan insentif dan 
kernudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM DesajBUM Desa ber sarna 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BUM DESAjBUM DESA BERSAMA 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran BUM Desaj BUM Desa Bersarna 

Pasal61 

(1) Pen daftaran BUM DesajBUM Desa bersarna dilakukan oleh Pernerintah 
Desa kepada Menteri rnelalui Sistern Inforrnasi Desa yang terin t grasi 
dengan sis tern adrninistrasi badan hukurn kernenterian yang 
rnenyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang huku rn dan hak a sasi 
rnanUSla. 

(2) Pernerintah Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diwakili oleh 
pendaftar yang terdiri atas: 
a . k epala Desa untuk BUM Desa; a tau 
b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para kepala Desa dari Desa pendiri 

u n tuk BUM Desa bersarna. 

Bagian Kedua 
Pendataan BUM DesajBUM Desa Bersama 

Pasal62 

(1) Pendataan paling sedikit rneliputi: 
a. aspek kelernbagaan; 
b. aspek rnanajernen; 
c. aspek Usaha BUM DesajBUM Desa bersama danj atau Unit Usaha 

BUM DesajBUM Desa bersarna; 
d. aspek kerja sarna atau kernitraan; 
e. aspek aset dan perrnodalan; 
f. aspek adrninistrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas; dan 
g. aspek keuntungan dan rnanfaat bagi Desa dan rnasyarakat Desa. 

(2) Hasil pendataan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) rnenjadi dasar 
untuk evaluasi, pernbinaan, dan pengernbangan BUM Desa/BUM Desa 
bersarna. 

(3) BUM DesajBUM Desa bersarna berpartisipasi dalam pendataan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) rnelalui Sistern Informasi Desa. 
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BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

Pasa163 

(1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama 
dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi. 

(2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat 
dilaksanakan oleh Bupati. 

(3) Pembinaan dan pengembangan dapat bekerjasama dengan pihak lain 
misalnya dengan Perguruan tinggi. 

Pasal64 

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk m en capai 
peren canaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organis a si 
yang efektif dan efesien . 

Pasal 65 

Pembin aan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi: 
a. revitalisasi ke1embagaan BUM Desa/BUM Desa bersama; 
b. pen ingkatan kualitas m anajemen dan penguatan organisasi BUM 

Desa / BUM Desa bersarna; 
c. pen guatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersarna da Unit 

Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama ; 
d. pen guatan kerja sarna atau kemit raan; 
e. penguatan penge101aan aset dan permodalan; 
f. pen ingkatan kualitas pengelolaan a dministrasi, p elaporan dan 

akuntabilitas; dan 
g. penguatan pengelolaan keuntungan dan m a nfaat bagi Desa dan 

masyarakat Desa. 

BAB X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pa sal 66 

BUM Desa/BUM Desa bersarna dalarn p elaksanaanya dapat m elakukan kerja 
sarna dengan Badan U saha lainnya sesuai d enga n ketentu an peraturan 
perundang-undangan. 

BABXI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal67 

(1) Periodesasijabatan pelaksana operasional dan pengawa s BUM Desa/BUM 
Desa bersarna yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini tetap berlaku sarnpai dengan berakhimya periodesasi masa 
jabatan dimaksud. 

(2) BUM Desa/BUM Desa bersarna dapat membentuk forum BUM Desa/BUM 
Desa bersarna. 
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BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 68 

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. 

Pasa169 

Pada saat Peratu an Daerah ini m lai berlaku, Perat ran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya om r 6 Tahun 2016 ten tang Pengelolaan Badan saha Milik 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tas 'kmalaya Tahu n 201 6 N m or 6), 
dicabut an dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 70 

Peratu r Daerah ini mulai berlaku a da tanggal diundangkan. 

Agar ti p orang mengetahuinya, memerintahkan engundangan Pera turan 
Daerah in i d engan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab pa ten 
Tasikm laya. 

Diundang an di S ' n g parn 
pada tangg , 1 Jc uari 2024 

SEKRETAR 
KABUPATENT 

MO 

Ditetapkan di Sin gaparn a 
d tanggal, 18 J anuari 2024 

BUP T TASIKMA Y, 

TO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 2 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, 
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (2/22/ 2024) 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

I. UMUM 

NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG 

BADAN USAHA MILIK DESA 

Peraturan Daerah ini didasari oleh motivasi yang bersifat filosofis dan 
sosiologis serta normatif. Motivasi filosofisnya adalah penjaminan pengelol an 
Badan Usaha Milik Desa digunakan untuk sebesar-besar kesejahtera an 
rakyat, dan memastikan pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 
Motivasi sos iologisnya adalah bahwa potensi ekonomi desa-desa di Kabu pa ten 
Tasikmalaya semakin meningkat dan menjanjikan prospek yang lebih baik di 
masa men datang. Selanjutnya motivasi normatifnya adalah pengundangan 
Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transm igrasi 
Nomor 4 Tahun 201 5 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta Peratu ran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1 Tahu n 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai penjaba ran dari 
amanat Un dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perat ran 
Pemerintah Nomor 4 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Un dang­
Undang Nomor 6 Tahun 201 4 ten tang Desa sebagaima na telah diubah de gan 
Peraturan Pemerintah Nom or 4 7 Tahu n 201 5 . Norma hukum di ti gkat 
Undang-Un dang dan Peratu ran Pemerintah serta Peraturan Menteri in i yang 
harus direspon oleh pemerintah daerah dengan membentuk peraturan daerah. 
Peraturan daerah ini s ekaligus m enggantikan Peraturan Daerah Kabu p aten 
Tasikmalaya Nom or 6 Tahun 2016 ten tang Ba dan Us aha Milik Desa , yang telah 
tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perun dang-undangan dan 
dinamika m a syaraka t pedesaan di wilaya h Kabupaten Tasikmalaya. 

Peraturan daerah ini menegaskan kedudukan BUM Desa seba gai badan 
hukum yang didirikan oleh desa danjatau bersama desa-desa gun a mengelola 
usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi, dan 
produktivitasnya, menyediakan jasa pelayanan, danj atau menyediakan jenis 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat d esa. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasall 
Cukup Jelas. 

Pasal2 
Cukup J elas. 

Pasal 3 
Cukup Jelas. 

Pasal4 
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Pasal4 
Huruff 
Yang dimaksud "mengembangkan sumber daya manusia yang unggul" adalah 
mengedepankan penge10laan BUM Desa berbasis tata Kelola dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip manajemen. 

Pasal 5 
Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah kebiasaan warga masyarakat 
Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa dan 
bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM 
Desa dalam melaksanakan usaharrya mengutamakan kesejahteraan 
masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan. 
Yang dim aksud dengan "kegotongroyongan" adalah kebiasaan saling menolong 
untuk m embangun Desa. 

u rufa 
Prinsip profesional BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan untuk 
m endu kung tata Kelola antara lain sebagai berikut: 
a. Ta ta Kelola BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan sesu ai dengan 

kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kom petensi 
yang memadai. 

b. Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama memperha tikan 
kompetensi/track record dalam pemilihan pengurus 

c. Pen gelola BUM Desa/BUM Desa bersama mengikuti kegiatan pe1atihan 
rutin yang diselenggarakan oleh Kementerian/non­
kementerian/pemerintah daerah 

d. Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama memberikan pelayanan 
yang setara demi kesejahteraan bersama. 

e. BUM Desa/ BUM Desa b ersama harus terpisah dengan pemerin tah desa. 
f. Pengelola BUM Desai BUM Desa bersama melakukan p ngelola a n aset 

berdasarkan kaidah bisnis yang seh at 

Huruf b 
Prinsip terbuka dan bertanggun gjawab BUM Desa/BUM Desa bersama 
dapat dilakukan u ntuk mendukung tata Kelola antara lain sebagai 
berikut: 
a. Pen gelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama berbasis pada 

keterbukaan informasi publik yang m udah diakses oleh 
masyarakat. 

b. Mekanisme pertanggungjawaban pengelola BUM Desa (keuangan, 
kinerja, dan pengembangan usaha) diatur dalam aturan BUM 
Desa. 

Huruf c 
Prinsip partisipatif BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan 
untuk mendukung tata Kelola antara lain: 
a. Pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama disepakati dengan 

melibatkan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, tokoh 
masyarakat, pemuda, pelaku uSaha dan tokoh lainnya. 

b. BUM Desa/BUM Desa bersama Menyusun mekanisme partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan us aha. 

Hurufd 
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Prinsip prioritas sumber daya lokal BUM DesajBUM Desa bersama 
dapat dilakukan untuk mendukung tata Kelola antara BUM Desaj BUM 
Desa bersama adalah memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam 
dan sumber daya manusia setempat. 

Hurufe 

Pasal 6 

Prinsip berkelanjutan dapat dilakukan oleh BUM DesajBUM Desa 
bersama dalam mendukung tata Kelola antara lain: 
a. Peran BUM Desa perlu memaksimalkan pemberdayaan masyarakat 

lokal 
b. BUM desajBUM Desa bersama melakukan survey kebutuhan dan 

kepuasan masyarakat desa. 

Cuku p jelas. 

Pasal 7 
Cu kup jelas. 

Pasal 8 
Ayat (1 ): 

Huruf a 

Hur f b 

Kebutuhan masyarakat m emperhatikan aspek: 
a. Nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan 

umum yang dilakuk an; dan 
b. Kesesuaian pemenuhan kebutuhan rnasyarakat dengan 

kapasitas dan kapabilitas Desa darj a tau Desa-Desa serta 
masyarakat Desa. 

Yang dimaksud dengan "masalah" adalah kesenjangan antara kondisi 
ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan den gan aspek 
kon cmi, sosial, budaya, lingkunga n h idup, serta pengeta uan dan 

t knologi m a syarakat. 

Hurufc 
Kelayakan u saha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, 
analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan k euangan dan 
analisis a spek p endukung lain seperti ketersediaan dan kemampuan 
teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya ala m, manusia, sosial 
dan budaya. 

Hurufd 
Pendirian BUM Desa harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, 
rencana layanan dan strategi dan tata Kelola usaha, infrastruktur, 
struktur organisasi, praktik niaga, serta kebijakan dan rencana proses 
operasional. 

Hurufe 
Pelestarian keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan 
menjadi dasar bagi BUM DesajBUM Desa bersama untuk 
mengembangkan secara kreatif usaha BUM DesajBUM Desa bersama 
yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat desa 
berdasarkan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial dan kearifan lokal. 



Pasa19 
Cukup jelas. 

Pasall0 
Cukup Jelas 

Pasal11 
Cukup jelas. 

Pasal12 
Cukup Jelas. 

Pasal13 
Cukup Jelas. 

Pasal14 
Cu kup Jelas 

Pasal 15 
Ayat (2) 
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Yang dimaksud "un sur masyarakat" a dalah masyarakat penyerta modal 
BUM Desa/BUM Desa bersama dan u nsur masyarakat lai . Unsur 
m a syarakat lain diantaranya: 
a. t okoh adat; 
b . tokoh agama; 
c . tokoh masyarakat; 
d. tokoh pen didikan ; 
e . perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwa kilan kelom pok perajin ; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 
1. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan a n ak; 
J. perwakilan kelompok m asyarakat m iskin; 
k. perwakilen kewilayahan; 
1. perwakilan pemerhati/ kader kesehatan m asyarakat; 
m. p erwakilan kelompok penyandang disabilitas; 
n. pervakilan kelompok lanjut usia; 
o. perwakilan kelompok seniman; dan/atau 
p. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang 

bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing Desa. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup Jelas 

Pasal18 
Cukup jelas. 

Pasa119 
Cukup jelas . 

Pasal20 
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Cukup je1as. 
Pasa121 

Cukup Jelas. 

Pasal 22 
Cukup Jelas. 

Pasal23 
Ayat (1) 

Yang d imaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam me1aksanakan 
kewen angannya anggota dewan penasihat tidak dapat bertindak sendiri­
sen d iri, melainkan berdasarkan keputusan dewan pen a sihat. 

Pasal 24 
Cu ku p Jelas. 

Pasal 2 5 
Cukup jelas 

Pasa1 2 6 
Cukup je1as. 

Pasal27 
Cukup jelas. 

Pasal28 
Cukup jelas. 

Pasa129 
Cuku p j elas. 

Pasal30 
Cukup jelas . 

Pasal31 
Cukup jelas . 

Pasal32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup Je1as. 

Pasal34 
Cukup Je1as. 

Pasal35 
Cuku p j elas. 

Pasal 36 
Cukup Jela s 

Pa sal37 
Cukup jelas. 



Pasal38 
Cukup jelas. 

Pasal39 
Cukup jelas. 

Pasal40 
Cukup jelas. 

Pasa141 
Cukup je1as. 

Pasal 42 
C kup je1as 

Pasa1 43 
Cukup Jelas. 

Pasal 44 
Cukup Jelas. 

Pasa145 
Cukup jelas. 

Pasal46 
Cukup Jelas 

Pasal47 
Cukup jelas. 

Pasal48 
Cukup jelas . 

Pasal49 
Cukup jelas. 

Pasal50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukupjelas 

Pasal 53 
Cukup J elas. 

Pasal 54 
Cukup Jelas . 

Pasal55 
Cukup jelas. 
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Pasal 56 
Cukup Jelas 

Pasal 57 
Cuku p j elas. 

Pasal58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jela s. 

Pasal 60 
Cu kup jelas. 

Pasal 6 1 
Cukupjelas 

Pasal 62 
Cukup j elas. 

Pasal 63 
Ayat (1 ): 

Yang d imaksud dengan "pembinaan dan pengembangan" a dalah an tara 
lain penda taan dan pemeringkatan, pemantauan, enyusunan 
dukungan kebijakan, pengawasan, evaluasi pengem bangan su m ber daya 
m anusia, pengembangan kelembagaan dan manajemen organis asi, serta 
kegiatan pengembangan lainnya: 
a . pendidikan dan pelatihan pengelolaan u saha dan kewirausahaan 

sesu ai dengan kebutuhan d a n pertumbuhan usaha; 
b . kegiatan forum kom unika si komunitas bisn is antar BUM DesajBUM 

Des a bersama secara per iodik dan berkesinambu ngan; 
c . penyediaan klinik konsultasi BUM DesajBUM Desa bersama yang 

berfun gsi memberikan bantuan penyelesaian masalah; 
d. penyelenggaraan 'temu u s aha dalam bentuk semin ar, kunjungan, 

pameran produk u sahaj layanan, dan kegiatan lain sejenis secara 
periodik dan berkesinambungan; 

e. penyelengga raan temu kernitraan antar sesama BUM DesajBUM 
Desa bersama dengan pelaku ekonomi lain u n tuk menjalin kemitraan 
dan kerjasama; 

f. penyelenggaraan kegiatan promosi pasar, adaptasi teknologi, dan 
jejaring secara internasional, nasional, dan wilayah. 

Pasal 64 
Cukup Jelas. 

Pasal65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Badan usaha yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Badan U saha yang telah 
berbadan hukum yaitu Koperasi, Perkumpulan Berbadan Hukum dan 
Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro atau badan hukum lainnya yang 
sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 



Pasa167 
Cukup jelas. 

Pasa168 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas . 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 


